
 
 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 43 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 962); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 
 

5. Undang… 
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  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6570); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam 
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-2019) dan Dampaknya 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan 
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 825); 

  10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 
2008 Nomor 8 Seri E.2); 

  11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah kota Padang Panjang Nomor 3); 

  12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 72), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota 
Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun 2021 Nomor 27); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH… 
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DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 

Panjang. 

Pasal 2 

APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 semula 

Rp.609.302.360.536,00 bertambah/berkurang sebesar Rp.12.890.811.859,00 
sehingga menjadi Rp622.193.172.394,9 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula Rp   582.302.360.536,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp   (10.920.113.697,00) 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  Rp   571.382.246.839,00 
  
2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp   609.302.360.536,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp     12.890.811.858,99 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan  Rp   622.193.172.394,00 
 
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan  
1) Semula Rp     27.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp     23.810.925.555,99 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 
perubahan  

Rp     50.810.925.555,99 

b. Pengeluaran pembiayaan  
1) Semula Rp                                - 
2) Bertambah/(berkurang) Rp                                - 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
perubahan  

Rp                                 - 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp     50.810.925.555,99 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp                                 - 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini, terdiri dari:  

Lampiran I : Ringkasan Penjabaran perubahan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 
Hibah; 

Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Bantuan Sosial; 
Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan… 



- 4 - 
 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah Organisasi, Program Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan pemerintah Provinsi/Kabupaten/ 
Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan peraturan 
Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara.  

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan 
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang 

Panjang. 

  Ditetapkan di Padang Panjang 
pada tanggal 29 Oktober 2021 

WALIKOTA PADANG PANJANG 
 

ttd. 
 

FADLY AMRAN 

Diundangkan di Padang Panjang 
pada tanggal 29 Oktober 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG 

PANJANG 
 

ttd. 
 

SONNY BUDAYA PUTRA 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 43 
 

 


